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A. Dasar Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang;

Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan
Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan
Wakil Wali Kota;

Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan
Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan
Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2024 Tentang
Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar pemilih
Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Isi Surat

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas Bawaslu Kabupaten Buol

dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada tahapan Penyusunan Daftar
Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil



Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Buol Tahun 2024,
maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22A ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi
Undang-Undang menyebutkan:

(1) Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab
bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.

(2) Pengawasan penyelenggaran pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi.

(3) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati,
serta pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilaksanakan oleh
Panwas Kabupaten/Kota.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan
Umum menyebutkan bahwa:

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas
melakukan pencegahan terhadap:

a. Pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang; dan

b. Sengketa proses pemilu.

3. Sebagaimana ketentuan dalam lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Tahun 2024, rangkaian tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar
pemilih dimulai dengan penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih
Pemilihan (DP4) pada tanggal 24 April s.d 31 Mei 2024 kemudian
dilanjutkan dengan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih pada
tanggal 31 Mei s.d 23 September 2024.

4. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Bawaslu Kabupaten Buol
menyampaikan imbauan kepada KPU Kabupaten Buol sebagai berikut :

a. Sinkronisasi DP4 dengan DPT Pemilu terakhir memenuhi prinsip
komprehensif, akurat, dan mutakhir karena terdapat pemilih yang Tidak
Memenuhi Syarat (TMS) pada Pemilu sebelumnya, antara lain pemilih
meninggal dunia, pemilih alih status menjadi TNI/Polri, pemilih pindah
domisili, dan pemilih yang beralih status; dan
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b. Pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) namun belum masuk dalam DPT
Pemilu terakhir, seperti pemilih alih status dari TNI/Polri, pemilih yang
masuk dalam Daftar pemilih khusus (DPK), dan pemilih pemula.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya
diucapkan terima kasih.
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1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
2. Arsip

Sesuai dengan naskah aslinya
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
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